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Kata Kunci : Peran DP3A, Penanggulangan, Anak Berhadapan

Dengan Hukum.

Penelitian ini membahas tentang peran DP3A dalam penanggulangan anak yang
berhadapan dengan hukum perspektif fikih siya@sah di Kabupaten Aceh Tenggara.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran DP3A Aceh Tenggara di dalam
penanggulangan kasus anak berhadapan dengan hukum dan mengetahui relevansi
peran DP3A Aceh Tenggara di dalam penanggulangan anak berhadapan dengan
hukum menurut perspektif fikih siyasah. Penelitian ini dilaksanakan dengan jenis
penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian ini ada dua, yaitu case approach
dan conceptual approach. Data diperoleh dari wawancara dan studi dokumentasi.
Hasil dalam penelitian bahwa DP3A atau UPTD PPA DPPKB Kabupaten Aceh
Tenggara menjalankan peran strategis-multidimensional dalam penanggulangan
kasus anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu melalui pendampingan hukum
kepada anak sebagai pelaku, korban atau saksi. Pendampingan psikologis untuk
pemulihan mental dan emosional anak, serta pelaksanaan program sosialisasi dan
edukasi sekolah dan masyarakat guna mencegah keterlibatan anak di dalam tindak
pidana. UPTD PPA DPPKB Kabupaten Aceh Tenggara juga menjalin koordinasi
dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, P2TP2A Kabupaten
Aceh Tenggara di dalam rangka memastikan anak mendapat perlindungan hukum
dan haknya secara menyeluruh. Menurut perspektif fikih siyasah, peranan DP3A
atau UPTD PPA DPPKB Kabupaten Aceh Tenggara relevan dengan prinsip yang
dibangun dalam fikih siyasah khususnya dalam konteks siyasah ganiiniyyah yang
menempatkan kebijakan hukum dari pemerintah sebagai instrumen mewujudkan
kemaslahatan (maslazah).
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PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi
ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB)
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawabh ini, daftar huruf-

huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

! Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
& Sa S Es (dengan titik di atas)
z Ja J Je
z Ha H Ha (dengan titik di bawah)
> Kha Kh Ka dan Ha
3 Dal D De
5 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
B) Ra R Er
3 Za 7L Zet
> Sa S Es
& Sya BY] Es dan Ye
o Sa S Es (dengan titik di bawah)
2 Dat D De (dengan titik di bawah)
b Ta T Te (dengan titik di bawah)
b Za 4 Zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘Ain ‘ Apostrof Terbalik
¢ Ga G Ge
< Fa F Ef
it Qa Q Qi
d Ka K Ka
J La L El




? Ma M Em
¢ Na N En
3 Wa w We
2 Ha H Ha
s Hamzah ’ Apostrof
¢ Ya Y Ya

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (&) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apa pun. Jika hamzah (¢) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis

dengan tanda ().

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. VVokal tunggal bahasa
Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai

berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
i Fathah A A
) Kasrah | |
f Dammah u u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
&l Fathah dan ya Ai Adan |
3 Fathah dan wau lu Adan U
Contoh:
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Kaifa : &%

Haula : Js&
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama

st Fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas

- Kasrah dan ya I i dan garis di atas

£ Dammah dan wau U u dan garis di atas

Contoh:

Mata ol
Rama NP
QOila g
Yamatu . i);:f

4. Ta Marbitah

Transliterasi untuk fa marbitah ada dua bentuk, yaitu: fa marbitah yang
hidup atau mendapat harkat fatzah, kasrah, dan dammabh, transliterasinya adalah
[t]. Sedangkan ta marbitah yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat
sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf ta
marbugah, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (al-), serta bacaan
kedua kata itu terpisah, maka ta marbirah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:

raudah al-azfal o JubY g
al-madinah al-fadilah ;4523 iS4
al-hikmah : et

P

5. Syaddah (Tasydrd)



Syaddah atau disebut dengan kata tasydid yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan satu tanda tasydid (=) dalam transliterasi ini dilambangkan

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah, misalnya

di dalam contoh berikut:

Rabbana Y
Najjaina : L-4
al-haqq &
al-hajj LB
nu’ima : V’ﬁ
‘aduwwun : ;ifc

Jika huruf s memiliki rasydid di akhir suatu kata, dan kemudian didahului

oleh huruf berharkat kasrah (=), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (7).
Contoh:
‘Alr (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) Lo
‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) Y
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J

(alif lam ma ‘arifah). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa yaitu (al-), baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf
gamariah. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

al-syamsu (bukan asy-syamsu) A
al-zalzalah (bukan az-zalzalah) — : 459
al-falsafah VIR
al-biladu : S
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7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal Kkata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:
ta’'muriina : f)j}ii‘
al-nau’ : ’9;.5\
syai'un DR
Umirtu : é)};f

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah,
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa
Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari al-Quran,
sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi
bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara
utuh. Contoh:

F1zilal al-Qur’an . oAl o
Al-Sunnah gabl al-tadwin : ool 3wl
Al-‘ibarat fi ‘umim al-lafz la bi khusis al- ooyt Y Ll pses 3 DLl
sabab ' !

9. Lafz al-Jalalah (V)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa

huruf hamzah. Contoh:

Xi



dinullah : & 2>
Adapun ta marbitah di akhir kata yang disandarkan pada lafz al-jalalah,

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

hum fi rahmatillah & G~ 3 35

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah
Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada
permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal
kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (al-), baik
ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan
DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasil

Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tas

Abt Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Mungqiz min al-Dalal

Xii
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah dalam pengertian lembaga eksekutif di tingkat daerah
mempunyai posisi strategis di dalam sebuah pemerintahan yang menganut sistem
desentralisasi. Pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif tingkat daerah punya
tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan di bidang pemerintahan, di mana
wewenang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan ini harus sesuai dengan
kewenangan yang ditetapkan oleh hukum dan sesuai dengan aturan perundang-
undangan yang berlaku. Penyelenggaraan pemerintahan tersebut bisa mencakup
berbagai aspek. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 3 juncto butir
5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa
pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi wewenang
daerah otonom. Urusan pemerintahan tersebut merupakan kekuasaan pemerintah
pusat yang menjadi wewenang pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat, baik di dalam masalah sosial,
keyakinan agama, kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun masalah penegakan
hukum.

Pemerintah dalam arti eksekutif baik kepala negara maupun kepala daerah
posisinya ialah sebagai pihak yang memegang kekuasaan menjalankan peraturan
perundang-undangan.? Salah satunya adalah menjalankan ketentuan perundang-
undangan di bidang perlindungan anak, yang salah satu isi dan materi hukumnya
adalah penegakan dan penanggulangan anak yang berhadapan dengan hukum atau

LAminuddin llmar, Hukum Tata Pemerintahan, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2018), him. 23.

2Fajlurrahman Jurdi, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Grup, 2019), him. 417.



ABH. Anak berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak dengan usia di bawah
18 tahun yang berkonflik dengan hukum, atau menjadi korban tindak pidana, atau
anak yang menjadi saksi dalam suatu tindak pidana.®

Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban dari
tindak pidana masih banyak ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah
daerah melalui dinas terkait memiliki tanggung jawab di dalam memberi layanan
hukum atau advokasi, layanan kesehatan fisik, psikis, dan layanan lainnya supaya
anak yang menjadi korban tindak pidana mendapatkan hak-hak mendasarnya. Di
dalam konteks ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau
DP3A merupakan lembaga yang bertugas membantu pemerintah daerah di dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pelindungan anak.

Kasus anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) masih marak
terjadi di tengah masyarakat. Di Kabupaten Aceh Tenggara, misalnya, kasus anak
sebagai korban tindak pidana, misalnya di Kabupaten Aceh Tenggara, cenderung
masih sering terjadi. Data yang ditemukan cukup banyak baik itu sebagai korban
kekerasan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi, yang pelakunya justru bukan
dari kalangan luar, namun beberapa kasus justru dilakukan oleh anggota keluarga
anak. Sesuai data hasil rekap yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor (Polres)
Kabupaten Aceh Tenggara, bahwa sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024,
Polres Kabupaten Aceh Tenggara menangani sebanyak 14 kasus anak ABH
kategori korban tindak pidana. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1: Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

.. . Penyelesaian
No. GO0 [T A Sio Lokasi Tahun Kasus di
Bawah Umur .
Pengadilan
1 Anak atau Santri Korban Bukit Tusam, Aceh 2022 v
Pemerkosaan Tenggara
Pulo Gadung, Darul
2 |Anak Korban Pelecehan Seksual Hasanah, Aceh Tenggara 2022 v

®Najamuddin Petta Solong, Yuslin Kasan, dan Ni’ma M. Alhabsyi, Anak Berhadapan
Hukum: Pembinaan dan Partisipasi Stakeholder, (Sigi: Feniks Muda Sejahtera, 2022), him. 4.



Anak 5 Tahun Korban Darul Hasanah. Aceh

3 | Kekerasan Seksual oleh Ayah T ' 2022 v

enggara

Kandung

4 | Anak Korban Pencabulan Lawe Alas, Aceh Tenggara | 2022 v
Anak 16 Tahun Korban

5 Kekerasan Seksual Bambel, Aceh Tenggara 2022 v

6 Anak Korban Rudapaksa Oleh 5 Badar, Aceh Tenggara 2022 Y
Pemuda

7 Dua Anak (Kakak Beradik) Simpang Empat, Lawe 2022 v
Korban Pencabulan Kakek Bulan, Aceh Tenggara

8 |[Anak Korban Pelecehan Seksual S eiBaiong, Bambel, 2022 v

Aceh Tenggara

9 Anak 12 Tahun Korban Darul Hasanah, Aceh 2022 v
Pencabulan Ayah Tiri Tenggara

10 |Anak Korban Rudapaksa Lawe Alas Aceh Tenggara. | 2023 v

11 |Anak Korban Pencabulan Lawe Bulan, Aceh Tenggara | 2023 v
Anak atau Santri 8 Orang

12 |Korban Cabul Oknum Pimpinan | Lawe Bulan, Aceh Tenggara| 2023 v
Ponpes

13 Anak Korban Pelecehan Seksual | Lawe Sigala-Gala, Aceh 2023 v
Berulang kali oleh Kakaknya Tenggara
Anak Korban Pencabulan

14 oknum PNS Aceh tenggara 2024 A

Sumber: Polres Aceh Tenggara.

Menurut Nurlela, selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Aceh Tenggara, bahwa kasus anak yang berhadapan dengan
hukum (ABH) cukup banyak terjadi di Aceh Tenggara, terutama anak ABH yang
berposisi sebagai korban, dan ada juga beberapa kasus anak ABH yang berposisi
sebagai pelaku atau disebut juga anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam hal
ini, langkah yang dilakukan oleh DP3A Aceh Tenggara adalah melakukan proses
pendataan kasus, kemudian melakukan pendampingan terhadap anak ABH yang
berposisi sebagai korban.*

Sejauh ini, penanganan kasus anak ABH yang menjadi korban kejahatan
cenderung berfokus pada penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Pada
konteks ini, unsur pemerintah daerah cenderung kurang dilibatkan di dalam upaya
menangani kasus anak ABH. Sejauh ini, belum ada kebijakan yang memberikan

“Nurlela, Hasil Wawancara, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Aceh Tenggara, Tanggal 2 Februari 2025.



penanganan khusus terhadap anak ABH dari Pemerintah Daerah Aceh Tenggara.
Padahal, sekiranya dilihat dari data kasus yang ada di Aceh per kabupaten/kota,
maka kasus anak ABH yang menjadi korban kekerasan di Aceh Tenggara cukup
banyak. Misalnya, data rekapitulasi kasus anak ABH sepanjang tahun 2024 dari
DP3A provinsi Aceh khusus di kabupaten Aceh Tenggara berjumlah 19 kasus.
Jumlah ini jauh lebih besar dari pada kabupaten lainnya misalnya di Kabupaten
Aceh Jaya dan Gayo Lues masing-masing hanya 5 kasus, kemudian di Aceh Besar
sebanyak 7 kasus, Aceh Selatan 12 kasus, Aceh Singkil dan Sabang masing-
masing 14 kasus, kemudian di Kabupaten Simeulue dan Aceh Barat Daya masing-
masing 15 kasus.®

Ketentuan mengenai penanggulangan dan perlindungan anak berhadapan
dengan hukum di Aceh telah diatur dalam beberapa ganun, di antaranya di dalam
Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 39 ganun
ini menyebutkan bahwa setiap anak berhadapan dengan hukum berhak mendapat
perlindungan. Perlindungan tersebut diberikan oleh individu, lembaga masyarakat
atau lembaga profesi yang bekerja untuk itu. Dalam hal ini, Pemerintah Aceh dan
pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menyediakan bantuan hukum terhadap
anak berhadapan dengan hukum. Ketentuan lebih lanjut tentang penanggulangan
anak berhadapan dengan hukum di Aceh, khususnya anak yang menjadi korban
kekerasan (fisik, psikis, ekonomi, dan seksual) diatur dalam Qanun Aceh No. 9
tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan
dan Anak. Pasal 23 ganun ini menyebutkan bahwa pelayanan dan perlindungan
diberikan kepada anak ABH di wilayah Aceh. Layanan dan perlindungan tersebut
dilaksanakan sesuai penanggulangan dan perlindungan anak, mulai dari layanan
pengaduan, pencatatan dan pelaporan, konsultasi, konseling, pendampingan, atau

pelayanan rumah aman, pelayanan rumah pemulihan, informasi dan juga bantuan

SAsmulyadi, “Jumlah Kasus Dan Bentuk Kekerasan Terhadap Anak (Januari - Desember
2023),” Pemerintah Provinsi Aceh, 2023, diakses tanggal 5 Februari 2025., https://dinaspppa.aceh
prov.go.id/berita/kategori/kekerasan-terhadap-anak/jumlah-kasus-dan-bentuk-kekerasan-terhada
p-anak-januari-desember-2023.



hukum, kesehatan pemulihan psikologis, rehabilitasi sosial dan juga lainnya. Jadi,
Qanun Aceh menjadi salah satu instrumen dalam penanggulangan ABH.

Dilihat dalam konteks politik Islam atau fikih siyasah, pemerintah
memiliki kedudukan yang sangat penting dalam suatu pemerintahan. Pemerintah
di semua tingkatannya berkewajiban menyelenggarakan pemerintahan di bidang
penegakan hukum. Menurut Imam Al-Mawardi tugas kepemimpinan dalam Islam
adalah sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur aspek
kemaslahatan hidup.® Ibn Khaldiin juga menyatakan bahwa tujuan kepemimpinan
atau imamah dalam Islam adalah untuk menjaga kemaslahatan umat, baik dalam
kehidupan keagamaan maupun duniawi. Seorang imam merupakan pemimpin dan
orang yang mendapatkan kepercayaan untuk mengurus keperluan hidup di dalam
hidup bermasyarakat, kemudian diikuti dengan sikap serta kebijakannya terhadap
rakyat.” Jadi, di dalam fikih siyasah, seorang pemimpin atau pemerintah memiliki
tugas dan tanggung jawab yang mewajibkannya memaksimalkan pelayanan pada
masyarakat, sehingga kemaslahatan dapat dicapai.

Begitu juga dalam konteks penegakan hukum, pemimpin memiliki tugas
untuk menjalankan undang-undang, menegakkan hukum, memberikan pelayanan
terutama jika yang dilayani itu ialah anak-anak yang masih usianya masih berada
di bawah umur. Ini sesuai dengan keterangan ‘Ali Muhammad Al-Sallabi, bahwa
anak-anak di bawah umur memiliki berbagai macam kebutuhan, karenanya anak
harus mendapatkan tanggung jawab berbagai pelayanan yang dibutuhkannya, dan
tanggung jawab tersebut dibebankan pada keluarga anak, tanggung jawab kedua
adalah kepada negara.® Sehingga di dalam konteks anak yang berhadapan dengan

hukum, maka negara tetap harus mampu mengintervensi dan menanganinya.

5AbiI Al-Hasan Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah, Edisi
Pertama, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman) (Jakarta: Qisthi Press, 2014), him. 9.

"Abdurrahman Ibn Khalditin, Muqaddimah Ibn Khaldin, (Terj: Masturi Irham, dkk), Cet.
9 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), him, 374.

8Al1 Muhammad Al-Sallabi, Al-Daulah Al-Hadisah Al-Muslimah: Da’d@imuhd wa
Waza'ifuha, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), him. 372.



Dalam konteks ini DP3A memainkan peran penting dalam menanggulangi
ABH melalui pendekatan perlindungan, pendampingan, dan peranan pemulihan.
Mengenai penanggulangan ABH di Kabupaten Aceh Tenggara, DP3A berperan
sebagai garda terdepan dalam memberikan suatu perlindungan dan pendampingan
komprehensif bagi anak yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai pelaku,
korban, maupun saksi. Meskipun demikian, masih ditemukan adanya penghambat
dan keterbatasan fasilitas rehabilitasi bagi ABH.

Berdasarkan uraian tersebut, maka menarik untuk diteliti permasalahan di
atas dengan beberapa pertimbangan. Pertama bahwa permasalahan tentang anak
ABH cukup sering ditemukan di masyarakat. Sedangkan terdapat tantangan dari
DP3A dalam penanggulangan tersebut, misalnya aspek fasilitas rehabilitasi bagi
ABI. Oleh karena itu, penting untuk diteliti lebih jauh kasus ABH dalam kategori
korban dan penanggulangan serta perlindungan yang diberikan terhadapnya.
Kedua, bahwa permasalahan ini juga menarik dikaji dalam konteks fikih siyasah
ataupun politik Islam. Untuk itu, permasalahan tersebut berjudul: “Peran DP3A
dalam Penanggulangan Anak Berhadapan dengan Hukum Perspektif Fikih
Siyasah: Penelitian di Kabupaten Aceh Tenggara™.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah peran DP3A Aceh Tenggara dalam penanggulangan kasus
anak berhadapan dengan hukum?
2. Bagaimana relevansi peran DP3A Aceh Tenggara dalam penanggulangan
anak berhadapan dengan hukum menurut perspektif fikih siyasah?

C. Tujuan Penelitian
Mengacu kepada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan

dengan tujuan sebagai berikut:



1. Untuk mengetahui peran DP3A Aceh Tenggara di dalam penanggulangan
kasus anak berhadapan dengan hukum.

2. Untuk mengetahui relevansi peran DP3A Aceh Tenggara dalam upaya
penanggulangan anak berhadapan dengan hukum menurut perspektif fikih

siyasah.

D. Kajian Pustaka
Kajian terkait peran DP3A dalam penanggulangan kasus anak berhadapan
dengan hukum telah dilakukan beberapa peneliti terdahulu, hanya saja belum ada
kajian yang secara khusus menganalisis terkait peran DP3A Aceh tenggara dalam
penanggulangan dan perlindungan anak berhadapan dengan hukum. Berikut ini
dapat dikemukakan beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan:
1. Penelitian Cut Yumira, dengan judul skripsi: Peran Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak & Keluarga Berencana dalam Mengatasi
Kasus Kekerasan Psikologis Anak di Kota Subulussalam.® Hasil penelitian
ini bahwa peran Dinas P3AKB Kota Subulussalam dalam mengatasi kasus
kekerasan psikologis anak Kota Subulussalam yaitu memberi bimbingan
dan pemulihan DP3AKB melalui sosialisasi menggunakan media, agar
masyarakat mengetahui dan mengenali bahaya kekerasan terhadap anak,
baik fisik, psikis, kekerasan seksual. Peran penerimaan pelaporan praktik
kekerasan terhadap anak, pendampingan dan penyembuhan dan bantuan
hukum melalui psikologi konseling. Bentuk dari penanganan anak korban
kekerasan psikologis oleh DP3AKB Kota Subulussalam adalah dilakukan
dengan tiga tahap penanganan, yaitu tahap interpretasi, pengorganisasian
dan tahapan aplikasi baik berupa sosialisasi, serta pemeriksaan kesehatan,

klasifikasi masalah, pendampingan hingga pemantauan, monitoring, serta

°Cut Yumira, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan
Keluarga Berencana dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak di Kota Subulussalam”
(Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2021), hlm. xi, https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17695/,
diakses pada 15 Febuary 2021.


https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17695/

usaha kesejahteraan sosial. Kendala DP3AKB Kota Subulussalam dalam
menjalankan peranan untuk mengatasi kasus kekerasan psikis pada anak
kurangnya kerja sama masyarakat dan juga aparatur gampong, kurangnya
keterbukaan informasi dan keterbatasan anggaran.

2. Penelitian Silvy Halidasari, judul skripsi: “Peran Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh dalam Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak”.'° Hasil dalam
penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh dalam pencegahan dan penanganan
kekerasan terhadap perempuan serta anak, sudah melaksanakan tugasnya
dengan baik dan melakukan banyak peran, di antaranya sebagai fasilitator
dan implementator, yang telah melakukan beberapa program pencegahan
kekerasan berupa kegiatan sosialisasi dan advokasi beberapa Kabupaten
Kota, dan dalam peran penanganan kekerasan pada perempuan dan anak
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi
Aceh meliputi layanan telah berjalan sesuai dengan SOP, dari pengaduan
sampai dengan penyelesaian kasus, serta penanganan. Pemberdayaan dan
rehabilitasi korban tindak kekerasan sudah berjalan dengan baik. Adapun
hambatan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak pada Provinsi Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam
pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah terkait dana
anggaran dalam penanganan kasus dan pelaksanaan program pencegahan
kekerasan, juga fasilitas yang tidak memadai.

3. Penelitian Mis Suwarni dengan judul skripsi: Peran Dinas Pemberdayaan

Perempuan & Perlindungan Anak (DP3A) Aceh dalam Penanggulangan

19Silvy Halidasari, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(DP3A) Aceh dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak”
(Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2024), him. x, https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34469/, diakses
pada 22 Mei 2024.
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Kekerasan terhadap Anak.!! Hasil penelitiannya bahwa peran DP3A Aceh
terhadap penanggulangan kekerasan anak di Aceh yaitu upaya melibatkan
seluruh instansi dan lembaga yang fokus terhadap anak baik pemerintah
atau non pemerintah untuk bekerja sama, melakukan sosialisasi terhadap
masyarakat dan anak terkait kekerasan dan dampak kekerasan, melakukan
pendampingan dan melakukan pemberdayaan korban kekerasan. Faktor-
faktor utama yang menyebabkan terjadinya kekerasan kepada perempuan
dan anak di Aceh ialah karena lemahnya institusi keluarga yang rapuhnya
institusi keluarga ditengarai menjadi penyebab yang paling dominan yang
menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Situasi
keluarga, khususnya hubungan di antara orang tua yang kurang harmonis,
menyebabkan seorang ayah akan sanggup melakukan kekerasan terhadap
anak-anak dan istrinya. Kedua ketiadaan kepastian hukum ini dikarenakan
hukum yang lemah tidak dapat menumbuhkan rasa takut dari para pelaku
kekerasan sehingga mereka dapat terus melaksanakan kekerasan tanpa ada
kekhawatiran. Meskipun Aceh sudah memiliki Qanun Aceh dan undang-
undang namun belum memberi kepastian hukum bagi pelaku kekerasan
terhadap perempuan dan anak. Hal ini disebabkan oleh tidak konsistennya
pemerintah terhadap pelaku. Ketiga, normalisasi kekerasan terhadap anak.
Normalisasi kekerasan terjadi karena masyarakat kurang pekanya terkait
isu kekerasan yang dialami anak yang kemudian bisa menghambat proses
penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

4. Penelitian Ignatius Aji Bagaskara, dengan judul jurnal yaitu: Peran Dinas
Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Semarang dalam

Memberikan Pemenuhan Hak terhadap Anak Korban Kekerasan dalam

Mis Suwarni, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)
Aceh dalam Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak” (Skripsi, UIN Ar-Raniry 2023), him. 67,
https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/31149/, diakses pada 19 Juni 2023.


https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/31149/

10

Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19.2 Hasil penelitian bahwa
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
telah menjalankan peranannya yang dapat dikategorikan sebagai peranan
imperatif disebabkan menjalankan peran sebagai organisasi pemerintahan
yang mempunyai tugas serta kewajiban yang telah diatur dalam Peraturan
Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah pada Kota
Semarang dan Surat Keputusan Nomor 800/1363/2018 tentang Penetapan
Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID)
Pembantu Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Semarang. Faktor yang membuat Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan perlindungan anak Kota Semarang tidak sepenuhnya memaksimalkan
perannya dalam pemenuhan hak anak, yaitu belum sinkronnya kebijakan
perangkat daerah, ketimpangan gender masyarakat serta adanya pengaruh
lingkungan masyarakat terhadap meningkatnya angka kekerasan di dalam
rumah tangga, namun faktor tersebut mampu diatasi dengan membentuk
jaringan perlindungan perempuan dan anak (JPPA) dan mengoordinasikan
kembali kebijakan antara unit perangkat daerah.

5. Penelitian Sari Dewi Poerwanti, Nurin Kamila dan Budhy Santoso dengan
judul jurnal yaitu: “Peran Bidang PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak) dalam Pemenuhan Hak Anak Berkonflik dengan
Hukum (ABH). Penelitian ini menguji peran PPPA di dalam pemenuhan
hak anak berkonflik dengan hukum (ABH) Kabupaten Nganjuk. Melalui

P[gnatius Aji Bagaskara, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Semarang dalam Memberikan Pemenuhan Hak terhadap Anak Korban Kekerasan
dalam Rumah Tangga pada Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol.
2, no. 2 (Februari 2022), him. 157, doi: https://doi.org/10.24167/jhpk.v2i2.5120, diakses pada 22
Mei 2022.

13Gari Dewi Poerwanti, Nurin Kamila, dan Budhy Santoso, “Peran Bidang PPPA
(Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dalam Pemenuhan Hak Anak Berkonflik
dengan Hukum (ABH),” Jurnal Intervensi Sosial Vol. 3, no. 1 (2024), him. 37,
https://doi.org/10.32734/intervensisosial.v3i1.17002, diakses pada 22 Mei 2024.
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enam peran yaitu sebagai fasilitator advocator, broker, enabler, motivator
dan educator, PPPA telah dapat menjalankan kewajibannya sebagai pihak
pemerintahan dalam menjamin pemenuhan dan perlindungan hak pada
anak termasuk ABH. Hasilnya melalui peran yang dijalankan oleh PPPA
dapat meminimalisir terjadinya suatu pelanggaran hak-hak pada anak dan
membantu anak dalam mengembalikan keberfungsian sosialnya sehingga
taraf kesejahteraan dapat tercapai.

Berdasarkan penelitian di atas, dapat diketahui adanya beberapa kesamaan
dan perbedaan dengan skripsi ini. Persamaannya adalah sama-sama menganalisis
peran DP3A dalam konteks perlindungan anak. Namun yang membedakan adalah
pada fokus yang dikaji. Penelitian di atas tidak menyinggung dalam konteks ilmu
hukum tata negara, sementara dalam penelitian skripsi ini, membahas mengenai
relevansi peran DP3A dalam upaya penanggulangan ABH (anak yang berhadapan
dengan hukum) dengan konteks fikih siyasah.

E. Penjelasan Istilah
Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan
secara konseptual. Istilah-istilah yang dimaksud ialah peran, dan anak berhadapan
hukum.
1. Peran
Kata peran bermakna perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh
orang yang berkedudukan di dalam masyarakat.'* Istilah peran juga bermakna
adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan
posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran
didasarkan kepada ketentuan dan harapan peran yang menerangkan apa yang
individu-individu harus lakukan dalam satu situasi tertentu agar supaya dapat

memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain mengenai

14Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Cet. 3, (Jakarta:
Pustaka Phoenix, 2012), him. 488.
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peran-peran tersebut.™® Peran berkaitan dengan status seseorang dalam sebuah
polarisasi sosial di mana orang itu berada.'® Peran juga dipahami sebagai satu
status hukum yang dimiliki oleh seseorang yang disebutkan dalam peraturan
perundang-undangan. Jadi, yang peneliti maksud dengan kata peran di dalam
penelitian ini adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki pihak Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yang secara sosial
memiliki kedudukan di masyarakat, khususnya mengenai perangkat tindakan
dan perbuatan yang dilakukan dalam bentuk program-program perlindungan
terhadap anak yang diberikan oleh DP3A.
2. Anak Berhadapan Hukum

Istilah anak berhadapan dengan hukum tersusun dari tiga kata. Istilah
anak berarti orang yang masih kecil atau orang yang belum dewasa.!’ Definisi
anak di sini dapat dilihat dari berbagai aspek, baik dari aspek hukum positif,
hukum Islam maupun dari sisi penggunaan katanya, yang mencakup hewan,
dan tumbuh-tumbuhan. Untuk itu, dalam penelitian ini, makna anak merujuk
pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa
yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Istilah berhadapan artinya berada di muka, atau bertentangan dengan,
berdekatan dan tentang-menentang.'® Dalam pembahasan ini, yang dimaksud
dengan berhadapan adalah anak yang berhadapan dengan hukum, maknanya

adalah seorang anak yang berurusan, berhadapan, atau tersangkut paut dengan

> Masduki Duryat, Siha Abdurohim, dan Aji Permana, Mengasah Jiwa Kepemimpinan:

Peran Organisasi Kemahasiswaan, (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), him. 12.

%Alo Liliweri, Komunikasi Antar Personal (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

2017), him. 74.

72.

"Rahmat Ramadhani, Hukum Acara Peradilan Anak, (Medan: UMSU Press, 2021), him.

18Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar..., him. 2009.
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hukum. Adapun kata hukum adalah ketentuan yang ditetapkan oleh pembuat
kebijakan dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi.®

Anak berhadapan dengan hukum, disingkat dengan ABH merupakan
anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana
dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.?’ Pemaknaan anak ABH ini sesuai
ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi, anak yang berhadapan dengan hukum di
sini mencakup tiga makna, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak
yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dalam tindak
pidana. Yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah
anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, akan tetapi belum berumur 18
(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Yang dimaksud
anak yang menjadi korban tindak pidana ialah anak yang berposisi korban atas
suatu tindak kejahatan. Adapun anak ABH kategori anak yang menjadi saksi
tindak pidana ialah anak-anak yang mengetahui, mendengar, dan juga melihat
sendiri kejahatan pidana yang dilakukan orang lain. Jadi, dimaksud dengan
anak ABH dalam penelitian ini ialah anak yang menjadi korban tindak pidana.
3. Fikih Siyasah

Istilah fikih siyasah tersusun dari dua kata. Kata fikih, atau ditulis al-
figh, secara bahasa bermakna fahm, atau pemahaman.?* Menurut istilah, fikih
adalah pemahaman atau pengetahuan terkait hukum-hukum syariat digali dari
dalil-dalil yang terinci.?? Fikih juga bermakna ilmu yang menerangkan segala

hukum agama yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf dikeluarkan

BlImar, Hukum Tata..., him. 23.

25erlika Aprita, Reny Okprianti, & Yudistira, Pengantar llmu Hukum (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2024), him. 147.

2LAbd Al-Aziz Mabriik Al-Ahmadi dkk., Figh Al-Muyassar, (Terj: 1zudin Karimi), Cet.
3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), him. 15.

22¢Abd Al-Wahhab Khallaf, ‘/lm Usil Figh, (Terj: Halimuddin), Cet. 5, Ed Kesatu,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2005), him. 13.
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(istinbay) dari dalil-dalil yang terperinci.?® Istilah fikih juga sering diistilahkan
dengan hukum Islam.?*

Adapun kata siyasah secara bahasa diambil dari kata sasa, artinya cara
atau disebut dengan politik.? kata siyasah juga bermakna dabbar, amar, atau
naha, artinya masing-masing adalah mengorganisir, memerintah, melarang.?®
Menurut istilah siyasah merupakan kewenangan pemerintah untuk melakukan
kebijakan yang dikehendaki demi kemaslahatan, melalui peraturan yang tidak
bertentangan dengan agama, meski tidak ada dalil tertentu. Dalam pengertian
ini siyasah bermakna luas yang terkait hukum ketatanegaraan yang bersumber
pada syariah.?’

Berdasarkan pengertian dua istilah tersebut, maka fikih siyasah dalam
penelitian ini adalah pemahaman atau pengetahuan tentang hukum syariat atas
kewenangan di dalam melakukan kebijakan serta mengatur masyarakat sesuai
dengan tujuan demi memperoleh kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan
prinsip agama, yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci. Dengan definisi

lain, bahwa fikih siyasah ialah ilmu tentang mengatur kehidupan masyarakat.

F. Metode Penelitian
Metode penelitian diperlukan dalam sebuah penelitian untuk menentukan

cara dalam menemukan dan menyelesaikan suatu permasalahan. Metode adalah

Al Yasa’ Abubakar, Sekilas Syariat Islam di Aceh (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam
Aceh, 2005), him. 4.

24 Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2017), him. 34; Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum
Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), him. 13.

BMuhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2016), him. 3.

%¢Tyad Kamil Ibrahim Al-Zibari, Siyasah Al-Tadarruj fi Tatbiq Al-Ahkam Al-Syar iyyah,
(Terj: Masturi Irham dan Malik Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022), him. 16.

Z’Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya
Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), him. 40; Al-Zibari, Siyasah Al-Tadarruj..., him.
16; Igbal, Figh Siyasah..., him. 4.
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cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis
mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan
dan penafsiran fakta-fakta.?® Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara
dalam melakukan penelitian dan aktivitas penelitian. Dalam penelitian ini, metode
yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode dengan melihat keadaan
dan kondisi yang alamiah. Beberapa poin yang penting dalam metode penelitian
yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan juga analisis data yang akan
dijelaskan berikut ini:
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris (penelitian lapangan).
Sebagai penelitian hukum yang bersifat empiris terkait peran DP3A terhadap
anak berhadapan hukum (ABH) di Kabupaten Aceh Tenggara, maka kajian ini
dilaksanakan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kasus (case approach)
dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Menurut Peter Mahmud
Marzuki, pendekatan kasus ialah pendekatan yang hendak melihat pada kasus
hukum yang menjadi isu yang diteliti. Adapun maksud pendekatan konseptual
ialah pendekatan dengan beranjak kepada pandangan-pandangan atau doktrin
yang sesuai dengan isu hukum (legal issue) yang sedang dikaji, sehingga satu
pandangan atau doktrin-doktrin hukum tersebut dapat dijadikan sebagai bahan
pijak untuk mampu menganalisis isu hukum yang dengan diteliti.?® Di dalam
penelitian ini, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual digunakan untuk
melihat kasus-kasus hukum yang terjadi di lapangan dan menganalisis konsep-
konsep yang berkaitan dengan peran DP3A terhadap perlindungan anak yang
berhadapan hukum (ABH) di Kabupaten Aceh Tenggara, khususnya terhadap
anak yang menjadi korban tidak pidana. Kasus munculnya anak ABH yang ada

di Aceh Tenggara akan dikaji dalam kaitannya dengan peran DP3A.

2Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian (Bandung: Pustaka Setia, 2009), him. 13.

2peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2017), him. 135.
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2. Jenis Penelitian

Secara umum, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis,
yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis.*® Di dalam
penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris.
Penelitian hukum empiris ialah penelitian yang meneliti hukum dari perspektif
luaran ataupun eksternal,! dengan objek penelitiannya ialah sikap dan perilaku
sosial terhadap hukum.3? Penelitian hukum empiris (sosiologis) dalam skripsi
ini dimaksud untuk mengetahui secara langsung, menganalisis peristiwa serta
fakta hukum yang ditemukan di lapangan. Peristiwa hukum dan fakta hukum
dimaksud adalah peran DP3A terhadap anak yang berhadapan hukum (ABH)
di Aceh Tenggara, khususnya anak yang menjadi korban tidak pidana.
3. Sumber Data

Secara umum, para ahli mengemukakan bahwa data di dalam penelitian
ilmiah dibagi ke dalam dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer ialah data yang langsung diperoleh dari lapangan. Sehingga,
jenis dan bentuk penelitian yang menggunakan data lapangan ini adalah
penelitian yang objeknya empiris. Mengingat penelitian ini masuk dalam
penelitian hukum empiris, sumber data yang digunakan ialah data primer
dan dalam keadaan tertentu diperkuat pula dengan sumber data sekunder.
Data primer misalnya hasil wawancara dengan informan penelitian, yaitu
dari keuchik, tokoh pemuda, masyarakat, tokoh masyarakat dan informan
lainnya, khususnya adalah Ketua dan Anggota DP3A di Kabupaten Aceh
Tenggara yang mempunyai informasi menyangkut peran DP3A terhadap
perlindungan anak yang berhadapan hukum (ABH) di Kabupaten Aceh
Tenggara khususnya bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH) dalam

%Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), him. 98.

311 Made Pasek Diantha, Metode Penelitian Hukum Empiris dalam Justifikasi Teori
Hukum, Cetakan ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), him. 12.

#|bid.
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kategori anak yang menjadi korban tindak pidana seperti kekerasan fisik,
psikis, ekonomi, dan seksual di Kabupaten Aceh Tenggara.
b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan, ataupun
literatur, seperti buku-buku hukum, kesehatan, jurnal, dan bahan tulisan
lainnya yang mendukung penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara
observasi dan wawancara langsung kepada masyarakat, selain itu dilaksanakan
upaya di dalam menganalisis dokumen-dokumen yang terkait dan juga relevan
dengan objek penelitian. Masing-masing teknik tersebut dijelaskan di bawah
ini.

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara
bebas dan juga tidak struktur, pertanyaan dan jawaban wawancara mengalir
secara alami sebagaimana percakapan biasa. Adapun pihak yang menjadi
informan penelitian ini adalah masyarakat, Ketua dan Anggota DP3A Aceh

Tenggara, dan pihak-pihak lainnya yang relevan untuk mendukung temuan

penelitian ini.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian berhubungan dengan dokumen-
dokumen penting terkait objek penelitian berbentuk catatan-catatan, surat
perjanjian antara pemilik pangkalan dengan agen, foto-foto serta vidio yang
memberikan tambahan data penelitian.

5. Teknik Analisis data

Analisis data dalam studi lapangan secara umum menggunakan metode
deskriptif, yaitu menggambarkan kondisi objektif terkait fokus masalah yang
sedang diteliti, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan teori-teori
yang relevan. Data penelitian yang sudah dikumpulkan dari berbagai sumber,

baik dari lapangan dengan menggunakan observasi, wawancara dan studi atas



18

dokumentasi, maupun data kepustakaan sebagai bahan penunjang, selanjutnya
dilaksanakan tahapan analisis. Langkah-langkah analisis dalam penelitian ini
mulai dari tahapan pengumpulan sampai tahapan penarikan kesimpulan.

Meminjam pendapat Sugiyono, bahwa tahapan analisis dalam penelitian
lapangan terdiri dari empat poin, yaitu:
a. Proses pengumpulan data dari berbagai sumber baik sumber data primer
maupun sekunder.
b. Proses reduksi data, seperti pengklasifikasian data dari data yang umum
kepada data yang khusus yang sifatnya penting menyempitkan data yang
sudah diperoleh, sehingga data yang akan dimuat dalam hasil penelitian
benar-benar fokus, terarah, dan relevan.
c. Proses penyajian ataupun display data, yaitu menyajikan data yang telah
direduksi sebelumnya ke dalam bentuk tulisan yang sistematis, logis, dan
ilmiah.
d. Proses penarikan kesimpulan dan pengajuan saran ataupun rekomendasi
penelitian.®
6. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku
pedoman Penulisan Karya llmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam di Banda Aceh Tahun 2019.
Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan
terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia
Tahun 2020.

G. Sistematika Pembahasan
Penelitian ini disusun dengan sistematika tertentu terdiri atas empat bab

dan masing-masingnya dikemukakan dalam pembahasan sub bahasan tersendiri

33Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Cet. 12 (Jakarta: Alfabeta, 2016), him. 91-
99.
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yang relevan. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini dapat dikemukakan
pada bagian di bawah ini.

Bab satu pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta pendekatan
penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas
dan validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan, kemudian sistematika
pembahasan.

Bab dua landasan teori tentang peran DP3A dan anak berhadapan hukum,
konsep anak yang berhadapan dengan hukum, pengertian anak yang berhadapan
dengan hukum, jenis-jenis anak yang berhadapan dengan hukum, perlindungan
terhadap anak berhadapan dengan hukum, peran DP3A dalam perlindungan anak
berhadapan dengan hukum, konsep figh siyasah dalam perlindungan anak
berhadapan dengan hukum.

Bab tiga analisis peran DP3A Aceh Tenggara dalam penanggulangan anak
berhadapan hukum, profil DP3A Aceh Tenggara, peran DP3A Aceh Tenggara
dalam menanggulangi anak berhadapan dengan hukum, relevansi peran DP3A

Aceh Tenggara dalam penanggulangan anak ABH ditinjau menurut fikih siyasah.



